LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
Nomor 52 Tahun 2021

Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM
1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah
pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-
LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua
penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar
ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
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Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai

berikut:

Klasifikasi Pendapatan Rincian Pendapatan

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Dana Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya

Perimbangan/Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya

Bantuan Keuangan

Pendapatan Hibah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah

Dana Darurat

Pendapatan Lainnya
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Penjelasan pendapatan yang diklasifikasikan berdasarkan sumbernya:
1. Pendapatan Asli Daerah
Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijabarkan sebagai
berikut:
a) Pendapatan Pajak Daerah:
e Pajak Hotel;
e Pajak Restoran;
e Pajak Hiburan;
e Pajak Reklame;
e Pajak Penerangan Jalan;
e Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
e Pajak Parkir;
e Pajak Air Tanabh;
e Pajak Sarang Burung Walet;
e Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
e Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b) Pendapatan Retribusi Daerah
e Retribusi Jasa Umum;
e Retribusi Jasa Usaha; dan

e Retribusi Perizinan Tertentu.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
e Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD;
e Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Negara/BUMN; dan
e Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik

Swasta.

d) Lain-Lain PAD yang Sah:
e Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan secara
tunai atau angsuran;
e Penerimaan Jasa Giro;

e Penerimaan Bunga Deposito;
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Khusus pendapatan bunga atas dana cadangan akan diberlakukan
sebagai penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai
pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Untuk

pencairan dana cadangan tersebut adalah sebesar dana cadangan

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR);

Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah;
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
Pendapatan Denda Pajak;

Pendapatan Denda Retribusi;

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan;

Pendapatan Dari Pengembalian;

Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran Pajak;

Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
Pendapatan BLUD;

Pendapatan Zakat;

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah;

Hasil dari pengelolaan dana bergulir;

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya;

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda;

Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah;

Hasil Penjualan Aset Lainnya;

Pendapatan Dana Kapitasi JKN;

Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat; dan
Jasa Giro JKN.

awal ditambah pendapatan bunga atas rekening tersebut.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas
pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan
transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun
transfer lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari pemerintah
provinsi berupa pendapatan bagi hasil. Pendapatan transfer terdiri dari:

1) Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi

Umum, Bagi Hasil Pertambangan Umum, dan sebagainya;
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2) Pendapatan transfer dari Provinsi, seperti Dana Bagi Hasil,

3) Pendapatan transfer yang bersifat khusus seperti Dana Alokasi
Khusus;

4) Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya; dan

5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok
pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan
Transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Penyesuaian.

Dalam level PPKD, pendapatan jenis ini antara lain mencakup
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat, serta

bantuan keuangan dari pemda lainnya.

Pendapatan hibah merupakan pendapatan pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan
negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang akan

dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan hibah.

B. PENGAKUAN

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan
earned. Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat dibuatnya
ketetapan baik untuk pajak berupa SKP atau retribusi berupa SKR dan
ketetapan lainnya.

2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).
Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak
yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu
adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan

pendapatan LRA.
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Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan

Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; yaitu dapat
dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah
terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan)
antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu,
maka Pendapatan — LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan
walaupun kas belum diterima. Perhitungan SKP/SKR/SPPT ini
biasanya dilakukan dengan metode Official Assesment. Contoh dari
pendapatan ini adalah pendapatan PBB, Pajak Reklame dan Pajak
Air Tanah.

b. Pendapatan—-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan yaitu
dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan
daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah,
dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan
diterimanya kas, maka pendapatan — LO diakui pada saat kas
diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Perhitungan SKP/SKR
ini biasanya dilakukan dengan metode Self Assesment. Contoh dari

pendapatan ini adalah pendapatan Retribusi.

c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas yaitu dapat dilakukan
apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi
perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan
penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu,

setelah itu baru dibuat ketetapannya.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA
diakui pada saat:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

2. diterima oleh SKPD; atau

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam

beberapa alternatif:
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1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat
jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah.
Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan
tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui
ketika pembayaran telah dilakukan.

2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului
dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan
perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap
nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar
untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada
pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan
pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan
kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar
yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan
apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan
diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang
pendapatan LO.

3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya
dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama
beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang
bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada

saat uang telah diterima.

4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului
dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama
beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan
terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau
lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA
diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO
diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas

pendapatan terkait.

5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada

penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan
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pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran

telah diterima oleh pemerintah daerah.

6. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi pengggunaannya akan tidak
digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah
daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk
sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan
apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal

penyesuaian.

7.Pendapatan dalam bentuk barang/jasa diakui setelah adanya berita
acara serah terima barang/jasa. Pendapatan dalam bentuk barang/jasa

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dengan
demikian pengurang pengeluaran tersebut harus dianggarkan dalam
belanja.

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan.

5. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada

tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
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D. PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi

dalam BAS.

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai

klasifikasi dalam BAS.
E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran;

2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah; dan

4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN
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